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Indonesia menunjukkan komitmen tinggi dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden 
No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

• Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan 
dan inovasi teknologi

• Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
• Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan 

terjamin bagi semua pekerja

• Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan 
efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri 
bersih dan ramah lingkungan

• Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah di sepanjang siklus hidupnya, dan 
secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan 
tanah

• Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin 
penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan 
air

UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2014 
TENTANG PERINDUSTRIAN



INDUSTRI HIJAU
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Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan 
mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya 

saing, dan maju, serta Industri Hijau

DEFINISI INDUSTRI HIJAU

Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya 

efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara 

berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan 

industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat 

memberi manfaat bagi masyarakat

UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2014 
TENTANG PERINDUSTRIAN
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Berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 2014 
tentang Perindustrian Pasal 81
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SIH YANG SUDAH DITETAPKAN MELALUI 
KEPMENPERIN

PORTLAN
D SEMEN PORTLAND

Nomor: 512/M-
IND/Kep/12/2015

UBIN KERAMIK
Nomor: 513/M-
IND/Kep/12/2015

PULP DAN PULP 
TERINTEGRASI KERTAS
Nomor: 514/M-
IND/Kep/12/2015

TEKSTIL PENCELUPAN, PENCAPAN, 
DAN PENYEMPURNAAN
Nomor: 514/M-IND/Kep/12/2015

PENGOLAHAN SUSU BUBUK
Nomor: 146/M-IND/Kep/12/2016

KARET REMAH
Nomor: 147/M-IND/Kep/12/2016

PENGASAPAN KARET
Nomor: 149/M-IND/Kep/12/2016

PUPUK BUATAN TUNGGAL 
HARA MAKRO PRIMER
Nomor: 148/M-IND/Kep/12/2016



DAMPAK PENERAPAN INDUSTRI HIJAU

SEMEN PUPUK BESI DAN 
BAJA

KERAMIK PULP 
KERTAS

GULA TEKSTIL

Penghematan dari 34 perusahaan (7 sektor)

Rp 2,8 T Rp 96 M

Data tahun 2013-2015ENERGI AIR



Program Pelaporan Emisi Melalui SIINAS
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ALUR PELAPORAN EMISI
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Registrasi
Akun SIINas

secara online

Validasi 
Dokumen 

di UP2

Melengkapi
data 

perusahaan

Mengisi 
Laporan 

Emisi GRK

Tahap Pelaporan GRK
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Pel

Periode laporan emisi GRK 1 kali dalam setahun di bulan Mei untuk 
pelaporan tahun sebelumnya



IPCC Energy
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Detail IPCC Energy
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Detail IPCC Process
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Detail IPCC Waste
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Detail Aksi Mitigasi
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Kirim Laporan
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• Aplikasi e-Reporting GRK telah diintegrasikan pada SIINas tahun 2017.

• Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelaporan Emisi Gas Rumah
kaca sedang dalam tahap finalisasi

• Modul aplikasi Sistem Informasi Monitoring Gas Rumah Kaca (SIM 
GRK) yang telah dikembangkan: 

1. Untuk Perusahaan

Modul pelaporan IPCC-Energy, IPCC-Process, IPCC-Waste, 
WBCSD, dan Aksi Mitigasi

2. Untuk Internal Kemenperin

Modul validasi laporan dan monitoring emisi gas rumah kaca

• SIM GRK telah dilakukan uji coba terbatas mulai Agustus 2017 untuk
jenis industri baja dan logam, pulp dan kertas, kimia, tekstil, pupuk, 
gula rafinasi, dan semen.
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Efisiensi Yang Akan Terjadi

• Pelaporan dilakukan secara online dan perhitungan emisi dilakukan
secara otomatis oleh sistem.

• Terciptanya komunikasi langsung antara pemroses dan pemohon
melalui sistem sehingga proses klarifikasi laporan dapat dilakukan
dengan lebih cepat.

• Terintegrasi dengan layanan publik Kemenperin :

▪ e-Reporting GHS 

▪ e-Licensing

▪ Hambatan Regulasi
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Kajian Penyusunan Profil Emisi GRK
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• Industri Pupuk

• Industri Pulp dan Kertas

• Industri Kimia

• Industri Keramik dan Kaca

• Industri Semen

• Industri Tekstil

• Industri Makanan dan Minuman

• Industri Besi dan Baja

Melalui program PMR Indonesia, Kementerian Perindustrian sejak Oktober 2017 
melalukan kajian untuk memotret gambaran profil sektor industri lahap energi.
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Sumber: Kemenperin, 2017

SUBSEKTOR
EMISI GRK

(MtCO2e)

Tekstil 77,22

Semen 45,76

Pulp dan Kertas 85,8

Makanan dan 

Minuman
28,6

Besi Baja 17,16

Pupuk 14,3

Kimia 11,44

Keramik dan Kaca 5,72

Total 286

2

%

MtCO2e = juta ton CO2 ekivalen

PROFIL EMISI GRK DI 8 SUB SEKTOR INDUSTRI 
LAHAP ENERGI
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PENURUNAN EMISI GRK 8 SUB SEKTOR 
INDUSTRI LAHAP ENERGI



Instrumen Berbasis Pasar???

• Sektor industri telah mempunyai pengalaman dalam mengikuti 
proyek Clean Development Mechanism (CDM) dan Joint Credit 
Mechanism (JCM);

• Perlu ada recognition terhadap upaya upaya yang telah dilakukan 
oleh industri dalam memenuhi komitmen terkait penurunan 
emisi GRK;

• Dalam melakukan upaya penurunan emisi GRK ada investasi yang 
harus dikeluarkan oleh industri menggunakan pembiayaan 
sendiri;

• Instrumen Berbasis Pasar bisa menjadi salah satu opsi 
recognition.
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Terima Kasih
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